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ABSTRAK 

Satriya Adi Nugraha.  2024. Kepatuhan  Hukum  DPRD Di Kabupaten  

Pemalang Pada Masa Lame Duck Session . Skripsi Program  Studi 

Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta 

Luluardi, M.A.  

Terdapat kasus yang terjadi pada masa akhir kepemimpinan dari 

anggota DPRD atau ketika pada saat memasuki jabatan akhir. Seperti 

contohnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan baik 

pelanggaran kode etik atau pelanggaran yang terkait tentang tindak 

pidana yang dimana seluruh pelanggaran tersebut masih dalam masa 

jabatan kepemimpinan, hal-hal tersebut sangat menganggu kinerja dari 

anggota dewan yang dampaknya dapat menyebabkan kerugian bagi 

negara ataupun masyrakat terdapat beberapa faktor yang mendorong 

anggota dewan melakukan pelanggaran  yang dimana faktor tersebut 

berasal dari internal dan eksternal. 

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 

yuridis Empiris. Penelitan menggunakan metode kualitatif. Dikatakan 

penelitian kualitatif apabila penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam 

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang 

melihat hukum diranah praktik, Aktivitas pengumpulan data primer dan 

sekunder dapat diperoleh secara bersamaan pada saat di lapangan 

seperti observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya bukti tindak 

pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan pada saat masa 

akhir kepemimpinan dimana dapat mempengaruhi kinerja yang 

dilakukan oleh anggota dewan, ada beberapa tekanan yang berasal dari 

luar yang dapat menunjukan bahwa anggota dewan lebih patuh dari 

aturan diluar dari ketetapan atau kesepakatan bersama dengan anggota 

dewan lainya adanya disorientasi kepentingan yang menambah tekanan 

bagi anggota dewan untuk membuat kebijakan atau membuat solusi 

terbaik untuk masyarakat.  

Kata kunci : Lame Duck Session, DPRD, Kinerja DPRD, Kepatuhan 

Hukum DPRD 
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ABSTRACT 

Satriya Adi Nugraha.  2024.  Legal Compliance DPRD in Pemalang 

Regency during Lame Duck Session. Thesis Program  State Law Study 

Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Yunas Derta Luluardi, 

M.A. 

There are cases that occur at the end of the leadership of DPRD 

members or when entering the final position. For example, violations 

committed by members of the council either violations of the code of 

ethics or violations related to criminal offenses where all of these 

violations are still in the leadership period, these things greatly disrupt 

the performance of members of the council whose impact can cause 

losses to the state or the community there are several factors that 

encourage council members to commit violations where these factors 

come from internal and external. 

This type of research in legal research is Empirical juridical 

research. Research using qualitative methods. It is said to be qualitative 

research if this research is descriptive analysis which will reveal 

systematically the various findings in the research. This research is 

empirical legal research that sees the law in the realm of practice, 

primary and secondary data collection activities can be obtained 

simultaneously in the field such as observation and interviews. 

The results showed that there was evidence of violations of the 

code of ethics committed by board members at the end of the leadership 

period which could affect the performance carried out by board 

members, there were several pressures that came from outside which 

could show that board members were more compliant with rules outside 

of the provisions or agreements with other board members, there was a 

disorientation of interests that added pressure for board members to 

make policies or make the best solutions for the community. 

Keywords: Lame Duck Session, DPRD, DPRD Performance, DPRD 

Legal Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia,  apabila terjadi  Lame Duck Session1 akan  

menimbulkan dampak krisis ekonomi dan sosial bagi semua pihak 

menurut imron, Pemerintahan yang sedang mengalami lame duck 

session yaitu diantaranya adalah tidak optimalnya pengunaan 

anggaran negara. Dan apabila hal tersebut terjadi, perekonomian 

negara akan  terganggu. "Belanja negara itu penting untuk memutar 

perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di 

dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari 

beberapa hal, seperti pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina," 

ujar Imron.2  Maka, yang harus menjadi perhatian bersama adalah 

agar  implementasi APBN  pada Tahun Anggaran 2024 tidak 

terganggu, sebagai akibat dari pemerintahan yang Lame duck 

session, diperlukan collective wisdom 3 dari para elite, untuk 

menyatukan sikap mengatasi Lame duck session tersebut.4  Namun, 

terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa 

dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki 

kebijakan yang kurang efektif.    

Kajian penelitian ini menjadi penting di mana  pada masa  

lame-duck,  banyak sekali kasus- kasus yang terjadi diantaranya  

Pertama, Penurunan Etos Kerja anggota parlemen yang tidak 

kembali mungkin merasa kurang berkewajiban untuk melayani 

 
1Lame duck  adalah terjemahan kasar yang memiliki makna sebagai  “bebek 

lumpuh”, merupakan suatu masa sesudah pemilihan umum (pemilu). Dimana 

anggota parlemen yang lama belum selesai masa bertugas dalam  jabatannya, Tetapi 

anggota parlemen baru yang sudah terpilih akan dilantik. Dapat dikatakan sebagai 

masa periode transisi. Di Indonesia lebih mengenal istilah “demisioner” ketimbang 

istilah “lame duck.  

  2https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-

dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3 ( diakses pada 21 

Oktober 2023)  
3Kebijaksanaan Kelompok   
4https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-

dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3 ( diakses pada 21 

Oktober 2023) 

https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3
https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3
https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3
https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3
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kepentingan pemilih mereka karena bagi anggota parlemen tidak lagi 

membutuhkan persetujuan  mereka untuk dapat  dipilih kembali. 

Tergantung pada sudut pandang,  hal ini dapat mengakibatkan lebih 

banyak suara “ideologis” atau  suara yang lebih “berprinsip”. Hal ini 

juga dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja.5 

Kedua, Lalai Akan Tanggung  Jawab. Artinya anggota 

parlemen  yang tidak kembali juga mempunyai hak untuk 

mengabaikan perjanjian  politik apapun (umumnya dikenal sebagai 

“logrolls”) yang mereka tandatangani dengan rekan-rekan mereka, 

terutama para pemimpin partai. Hal ini mempunyai dampak yang 

tidak jelas terhadap kesejahteraan sosial karena, di satu sisi, logrolls 

cenderung memfasilitasi kebijakan yang mendukung kepentingan 

paroki6, tetapi di sisi lain, logrolls juga dapat membantu kepentingan 

minoritas mencatat preferensi yang intens.7 

Ketiga, Disorientasi Kepentingan. Hal ini berarti bahwa para 

anggota tersebut mungkin akan merasakan lebih sedikit tekanan 

untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu yang dukungan 

finansial dan organisasinya seringkali diperlukan untuk keberhasilan 

politik. Hal ini bisa membuat Lame Duck lebih mungkin melayani 

masyarakat.8 Keempat, Kepentingan Elit Tertentu Artinya ada 

peringatan penting mengenai elemen (nilai penting) sebelum para 

anggota yang  tidak kembali lebih cenderung melayani kepentingan 

kelompok atau kepentingan  tertentu seperti kepentingan pemimpin 

mereka berikutnya. Dan bagi banyak  mantan  anggota,  pemimpin  

berikutnya ini adalah seorang  lobbyist ( pelobi)  atau klien dari 

 
5Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : How Lame 

Are Lame Ducks. George : George Mason University, Desember 2016. Mercatus 

Center, hal. 2 

 6 KBBI Paroki adalah daerah (kawasan) penggembalaan umat Katolik yang 

dikepalai oleh pastor  atau imam 
7Dennis C. Mueller, Public Choice III (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 

2003), 104–08 

  8Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : How Lame 

Are Lame Ducks. George : George Mason University, Desember 2016. Mercatus 

Center, hal 2. 
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lobbyis (klien dari pelobi).9  Kelima, Keputusan Kontroversial.  Hal 

ini berarti para pejabat terpilih, pada masa jabatannya yang terakhir, 

berani dan mampu memecahkan masalah-masalah serius dengan 

mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sering kali kontroversial.10 

 Permasalahan kemudian muncul pada saat pergantian 

kepemimpinan dari pejabat existing11 ke pejabat baru yang terpilih 

berdasarkan pemilu, umumnya menimbulkan sebuah jarak waktu di 

antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat 

terpilih. Pada periode ini anggota atau pun pejabat lama sudah 

berada dalam posisi yang kekurangan legitimasi untuk membuat 

keputusan, apalagi untuk mengambil putusan-putusan penting yang 

membutuhkan partisipasi publik tinggi dan berpengaruh besar bagi 

kehidupan berbangsa dan Negara.12 

Inti dari transisi jabatan mencakup sejumlah kegiatan, 

dimulai dengan perencanaan pra-pemilu dan berlanjut pada saat 

pelaksanaan. Proses tersebut harus dipastikan terjadi secara 

transparan dan akuntabel. Transisi presidensial memfasilitasi 

pembentukan administrasi baru dan mempersiapkannya untuk 

memerintah. Selain itu untuk merencanakan transisi, presiden 

membantu memastikan keamanan dan ketertiban negara. 

Perpindahan kekuasaan yang lancar dan teratur pada umumnya 

merupakan ciri transisi pemerintahan republik, dan merupakan bukti 

legitimasi dan daya tahan proses pemilu dan demokrasi. Oleh karena 

itu, perlu ditemukan titik keseimbangan antara aspek pelemahan 

pejabat petahana dengan aspek penyalahgunaan kekuasaan. Dengan 

adanya polarisasi ini pada masa lame-duck, maka perlu dilakukan 

pembentukan regulasi terhadap masa transisi pemerintahan secara 

singkat di Indonesia untuk meminimalisir penyimpangan dan 

 
  9Dennis C. Mueller, Public Choice III (Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2003), 104–08 

  10Tom Murse. “Lame Duck Politicians” Diakses pada 7 Oktober 2023. 

https://www.thoughtco.com/lame-duck-in-politics-3368114.  

  11Existing adalah pejabat yang masih dalam masa aktif jabatanya 
12Fitra Arsil, “RUU Kontroversi pada Masa Transisi,” Republika (Jakarta, 

2019) 
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penyalahgunaan yang dapat terjadi pada sistem pemerintahan yang 

sedang berjalan.13 

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi pada masa 

lame duck session. Pertama,  Keengganan pejabat existing untuk 

mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Contohnya yang terjadi di 

Indonesia pada akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono tahun 2014. Melalui Menteri Sekretaris Kabinet, 

Presiden Susilo mengeluarkan SE- 05/Seskab/IV/2014 tanggal 23 

April 2014, yang pada intinya melarang Para Menteri dan pimpinan 

lembaga pemerintah untuk tidak lagi mengambil kebijakan, 

keputusan, atau program yang memiliki implikasi luas selama masa 

menjelang dan berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden sampai dengan menjelang masa bakti pemerintahan, guna 

menghindari terganggunya stabilitas kehidupan ekonomi, sosial, 

politik, dan keamanan kecuali dilaporkan kepada Presiden dan 

Wakil Presiden.14 

Kedua, kemungkinan kedua adalah sebaliknya, produktifitas 

pejabat existing justru meningkat pada masa lame duck session ini. 

Sebagai contoh pada kasus pergantian anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang digantikan dengan anggota 

DPR periode 2019-2024. Antara penetapan hasil rekapitulasi suara 

yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 

dilaksanakannya pelantikan anggota DPR terpilih, yakni pada 

tanggal 1 Oktober 2019, memiliki jeda waktu sekitar 4 (empat) bulan 

dengan jumlah masa sidang yang tersisa sekitar 4 (empat) kali. 

Menjelang akhir masa sidang terakhir, frekuensi pembahasan 

Rancangan Undang-undang (RUU) meningkat tidak hanya RUU 

yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga peningkatan 

pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang masuk 

 
13 https://jdih.bolmongkab.go.id/artikel_hukum/lame-duck-problematika-

masa-transisi-pejabat-publik (Diakses tanggal 27 September 2023) 
14 MA RI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 53 

P/HUM/2015 (Indonesia, 2015). 
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dalam paripurna guna diputus sebagai Rancangan Undang-Undang 

inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.15 

Ironisnya, Lame Duck Session ini merupakan pertemuan 

yang tidak seimbang sehingga terkesan membuat anggotanya 

semakin mandiri. Pada saat yang sama, hal ini mengurangi disiplin 

akuntabilitas pemilu. Selama  Lame Duck Session, anggota parlemen 

cenderung tidak memberikan suaranya, dan ketika mereka 

memberikan suara, mereka cenderung tidak mengikuti keinginan 

partai atau kolega mereka. Para anggota  Lame Duck Session 

mungkin kurang mendukung kepentingan-kepentingan tertentu, 

namun mereka dapat membuat pengecualian untuk pemimpin 

berikutnya. Mengingat 80 hingga 90 persen anggotanya dipilih 

kembali, dampak ini tidak mengejutkan.16 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepatuhan hukum DPRD Kabupaten Pemalang  pada 

masa Lame Duck Session ? 

2. Bagaimana akibat hukum DPRD Kabupaten Pemalang  yang 

ditimbulkan pada masa Lame Duck Session ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka 

penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Menjelaskan Kepatuhan hukum DPRD Kabupaten Pemalang  pada 

masa Lame Duck Session. 

2. Menjelaskan Akibat hukum DPRD Kabupaten Pemalang  yang 

ditimbulkan pada masa Lame Duck Session. 

 

 
15 Arsil, “RUU Kontroversi pada Masa Transisi.” 
16Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : How 

Lame Are Lame Ducks. George : George Mason University, Desember 2016. 

Mercatus Center, hal. 2. 
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D. Manfaat  Penelitian   

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada 

manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan 

nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi para akademisi,ha lsil dalri penelitialn ini dihalralpkaln 

malmpu memberi sebualh kontribusi balru balgi ilmu 

pengetalhualn dallalm bidalng Hukum Taltal Negalral terkalt kaljialn 

jalminaln halk konstitusionall pekerjal migraln di Indonesia l. 

b. Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan data secara lengkap dan luas terhadap peneliti 

selnajutnya terkait tentang Lame Duck Session Di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi praktisi hukum. 

Sebagai masukan pada pemerintah untuk membentuk 

peraturan daerah terkait aturan bagi DPRD Kabupaten 

Pemalang pada masa Lame Duck Session.   

b. Bagi Masyarakat. 

Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui 

bagaimana agenda serta kegiatan DPRD pada masa akhir 

jabatannya.   

 

E. Kerangka Teori  

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori :  

1. Teori Kepatuhan Hukum  

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, kesadaran hukum 

merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi pada 

dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keadilan, dan asas 

kesadaran hukum ada di dalam diri setiap manusia.17 Ada pendapat 

yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi 

 
17 Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar, Edisi Baru Kesatu. 

Jakarta: CV Rajawali. h. 152 
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menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuanketentuan 

yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah 

maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.18 

2. Teori Akibat Hukum  

Menurut Soeroso R, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum 

yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana 

di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.19 Peristiwа аtаu 

kejаdiаn yаng dаpаt menimbulkаn аkibаt hukum аntаrа pihаk-pihаk 

yаng mempunyаi hubungаn hukum, peristiwа hukum ini аdа dаlаm 

berbаgаi segi hukum, bаik hukum publik аtаupun privat.20  

3. Konsep Lame Duck Session  

Sesi lame duck Kongres terjadi ketika anggota parlemen 

bertemu setelah pemilihan telah diadakan tetapi sebelum Kongres 

berikutnya telah mengambil alih jabatan.21 Teori ini memprediksi 

bahwa anggota yang tidak kembali akan lebih cenderung 

mengabaikan preferensi ideologis dari pemilih dan partai mereka. 

Bahkan, tes empiris menunjukkan bahwa anggota lebih cenderung 

menjauh dari pemungutan suara ideologi khas mereka. Keterangan 

dari Lame Duck Session.22 yang artinya Teori juga memprediksi 

bahwa anggota liburan akan kurang responsif terhadap (sebagian 

besar) minat khusus. Dan ada beberapa bukti untuk ini juga. Satu 

 
18 Ibid. h. 216 
19 Soeroso R Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 

1993, hlm.131 
20 Ibid, hlm. 130 
21 This is not the only way the term is used. Some apply it to any pol- itician 

unlikely to seek or unable to stand  for reelection. See, for example, James  Alt, 

Ethan Bueno de Mesquita, and Shanna Rose, “Disentangling  Accountability  and  

Competence in Elections: Evidence from U.S. Term Limits,” Journal of Politics 73, 

no. 1 (January 2011): 171–86. Others use it to refer to a regular session of Congress 

in which partisan  control flips following the next election. See, for example, Roger 

Congleton, “The Politics of Government Growth,” in The Elgar Companion to 

Public Choice, ed. William F. Shughart and Laura Razzolini (Northampton, MA: 

Edward Elgar Publishing, 2001 
22 Nokken, “Uncertainty and Roll-Call Voting in Lame-Duck Sessions.” 
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studi memeriksa suara individu tentang langkah proteksi yang 

diadopsi selama lame duck session 1982.23 

 

F. Penelitian yang Relevan  

Berikut penelitian yang relevan terhadap penelitian ini  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Gede Khrisna Kharismawan pada 

tahun 2022 dengan judul ” Lame Duck : Problematika Masa Transisi 

Pejabat Publik”. Hasil penelitian ini menggunakan  teori lame duck  

bahwasanya melihat bahwa Komposisi anggota DPR baru saja 

mengalami pergantian setelah melewati masa pemilihan anggota 

DPR baru pada April 2019, dimana setengah dari anggota parlemen 

pensiun atau tidak terpilih kembali. Periode transisi antara 

terpilihnya pejabat hingga diangkatnya pejabat yang baru terpilih, 

memunculkan perilaku tertentu terkait dengan kebijakan dan 

kekuasaan jabatan yang disebut sebagai lame-duck. Hal ini 

memunculkan pertanyaan yang jelas mengapa undang-undang ini 

tidak disahkan sebelum pemilu karena sebagian besar telah berada 

di meja penyusunan selama beberapa tahun. Salah satu jawaban 

adalah karena anggota parlemen khawatir bahwa pengesahan 

undang-undang kontroversial sebelum pemilihan akan membuat 

mereka kehilangan suara. Reaksi masyarakat saat masa pemilihan 

umum menunjukkan bahwa pembuat undang-undang jelas 

memperhatikan dan oleh karena itu menghindari mengesahkan 

undang-undang. Tindakan mengesahkan suatu undang-undang 

sebelum pemilihan memungkinkan anggota DPR untuk menegakkan 

akuntabilitas atas tindakan legislatif mereka, daripada mencoba 

menyelipkan undang-undang setelah masa pemilu berakhir.24 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Guillermo Toral pada tahun  2023 

dengan judul ”Turnover: How lame-duck governments disrupt the 

bureaucracy and service delivery before leaving office”. Hasil 

 
23 John  McArthur and Stephen  V. Marks, “Constituent Interest  vs. 

Legislator  Ideology:  The Role of Political Opportunity Cost,” Economic Inquiry 

26, no. 3 (July 1988): 461–70. 
24https://jdih.bolmongkab.go.id/artikel_hukum/lame-duck-problematika-

masa-transisi-pejabat-publik ( diakses pada 21 Oktober 2023) 
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penelitian ini menggunakan  teori  lame duck  serta  menjelaskan 

bahwa tentang hubungan antara pergantian politik dan birokrasi 

dapat menekankan bagaimana pemerintahan yang baru untuk masuk 

membentuk kembali birokrasi. para anggota dewan legislative yang 

habis masa jabatannya  juga melakukan perombakan birokrasi 

sebelum keluar kantor, dan hal tersebut dapat menekan penyampaian 

layanan publik. Kemudian survey ini menggunakan regresi jarak 

dekat Akuntabilitas pemilu merupakan hal mendasar bagi demokrasi 

perwakilan. Namun, itu juga bisa mahal untuk tata kelola karena 

menghasilkan pergantian di kalangan birokrat (bukan hanya politisi) 

dan mengganggu penyampaian layanan public sebelum pemenang 

menjabat. Temuan ini menyoroti strategi politik politisi lumpuh dan 

konsekuensi politik birokrasi yang mengikuti pemilu.25 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Mahruzar Hasibuan, Irwansyah 

Irwansyah pada tahun 2023 dengan judul ” Evaluasi implementasi 

periode lame duck di Indonesia sejak kemerdekaan republik 

Indonesia tahun 1945 hingga saat ini”. Hasil penelitian ini 

menggunakan Teori Lame Duck  serta menjelaskan bahwa Lame 

duck session merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim 

ditemukan baik di negara-negara dengan sistem presidensial semi 

presidensial. Maupun parlementer. Fenomena ini merupakan 

keniscayaan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara 

pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai 

dengan hari pelantikan. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru 

sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan umum yang ada 

di masing-masing negara. Sehingga seharusnya anggota parlemen 

incumbent tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting 

dalam masa lame duck session ini. Sejatinya fenomena ini tidak 

hanya di temukan di ranah parlemen saja, tetapi organ-organ  negara 

 
25 Toral, Guiliermo. “Turnover: How lame-duck governments disrupt the 

bureaucracy and service delivery before leaving office” Journal of politics,no. 2 

(2023) : 1-36. 
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yang menjalankan fungsi eksklusif juga berpotensi mengalami lame 

duck session.26 

Bahwa Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

sehingga layak untuk dilanjutkan.   

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng sudalh dipalpalrkaln dialtals, 

jenis penelitialn ini yalitu yuridis empiris dikalrenalkaln penelitialn ini 

melihalt balgalimalnal Dampak yang ditimbulkan pada masa Lame 

Duck Session DPRD Kabupaten Pemalang di akhir masa jabatanya. 

Oleh kalrenal itu, daltal utalmal dallalm penelitialn ini aldallalh informalsi 

dalri palra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang  

dan dinas terkait di Kabupaten Pemalang. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitan menggunakan metode kualitatif. Dikatakan 

penelitian kualitatif apabila penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai 

temuan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum empiris yang melihat hukum diranah praktik, Aktivitas 

pengumpulan data primer dan sekunder dapat diperoleh secara 

bersamaan pada saat di lapangan seperti observasi dan wawancara 

Anggota DPRD sebagai subjeknya secara langsung Pendekatan 

kualitatif ini dengan tujuan memfokuskan kualiitas data penelitian 

tentang Kepatuhan hukum & Akibat hukum.  

3. Bahan Hukum Penelitian  

Temuan ini menggunakan dua jenis sumber hukum sebagai 

data pedoman, yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. 

termasuk undang-undang dan peraturan, selain surat-surat resmi 

yang mencakup ketentuan hukum.  

A. Bahan hukum Primer penelitian ini yaitu ; 

 
26 Hasibuan Mahruzar, Irwansyah. “Evaluasi implementasi periode "lame duck" di 

Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini” Jurnal 

Pendidikan Indonesia vol 9,no 2, (2023) : 716-721. 

https://doi.org/10.29210/1202322854 
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a) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4.27   

b) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.28 

c) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.29 

d) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pemalang.30 

e) P U T U S A N Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg 

f) LP/B/4565/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA 

B. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap primer berbentuk 

muatan hukum dari bahan tidak resmi seperti buku, kamus, 

Undang-Undang, jurnal, dan putusan pengadilan. Diantaranya : 

a) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Gede Khrisna 

Kharismawan pada tahun 2022 dengan judul ”Lame Duck” : 

Problematika Masa Transisi Pejabat Publik” 

b) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Guillermo pa                                                   

da tahun 2023 dengan judul ”Turnover: How lame-duck 

governments disrupt the bureaucracy and service delivery 

before leaving office”. 

 
27 https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945  (di akses pada tanggal 14 Oktober 

2023) 
28 https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf (di akses 

pada tanggal 14 Oktober 2023) 
29 https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-14-tahun-2018 (di akses 

pada tanggal 14 Oktober 2023) 
30https://jdih.pemalangkab.go.id/resource/media/Perbup_Nomor_40_Tah

un_2023_tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_Tugas,_Fungsi,_dan_Tata_Ke
rja_Sekretariat_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pemalang.pdf  (di 

akses pada tanggal 25 Februari 2024) 

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf
https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-14-tahun-2018
https://jdih.pemalangkab.go.id/resource/media/Perbup_Nomor_40_Tahun_2023_tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_Tugas,_Fungsi,_dan_Tata_Kerja_Sekretariat_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pemalang.pdf
https://jdih.pemalangkab.go.id/resource/media/Perbup_Nomor_40_Tahun_2023_tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_Tugas,_Fungsi,_dan_Tata_Kerja_Sekretariat_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pemalang.pdf
https://jdih.pemalangkab.go.id/resource/media/Perbup_Nomor_40_Tahun_2023_tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_Tugas,_Fungsi,_dan_Tata_Kerja_Sekretariat_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pemalang.pdf
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c) Jurnal Penelitian yang dilakukan Mahruzar Hasibuan, 

Irwansyah Irwansyah pada tahun 2023 dengan judul  ” 

Evaluasi implementasi periode lame duck di Indonesia sejak 

kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini” 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

a. Walwalncalral aldallalh proses memperoleh ketera lngaln untuk 

tujualn penelitialn dengaln talnyal jalwalb untuk mendalpaltkaln 

informalsi. Walwalncalral yalng dilalkukaln dallalm penelitia ln ini 

dengaln mewalwalncalrali anggota DPRD Kabupaten Pemalang 

& Dinas Yang Terkait Di Kabupaten Pemalang. 

b. Dokumentalsi merupalkaln metode untuk memperoleh da ltal 

lalngsung yalng berhubungaln dengaln penelitia ln balik yalng 

berbentuk tulisa ln altalu galmbalr.31  Dallalm penelitialn ini, 

dokumen yalng digunalkaln yalitu buku-buku yalng terkalit 

dengaln penelitia ln, peralturaln undalng-undalng daln caltaltaln 

tertulis ya lng berhubungaln dengaln penelitialn.  

D. Teknik Analisis Data  

Teknik alnallisis yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 

yalitu menggunalkaln model alnallisis Miles daln Hubermaln. 

Aldalpun proses dallalm teknis ini, ya litu: 

a. Reduksi daltal merupalkaln penggalbungaln daltal yalng diperoleh 

di lalpalngaln menjaldi uralialn yalng lengkalp. Aldalpun daltal 

dallalm penelitialn aldallalh daltal-daltal yalng diperoleh da lri 

lalpalngaln berkalitaln dengaln balgalimalna Kepatuhan Hukum & 

akibat hukum yang terjadi pada masa Lame Duck Session 

DPRD Kabupaten Pemalang. Daltal yalng direduksi 

memberikaln penjelalsaln terhaldalp penelitialn terkalit halsil 

walwalncalral. 

b. Penyaljialn daltal merupalkaln penyaljialn sekumpulaln informalsi 

yalng tersusun daln mengalnallisis yalng sedalng terjaldi. Aldalpun 

dallalm penelitialn ini aldallalh daltal yalng tersusun dalri reduksi 

dallalm bentuk maltriks, galmbalr altalu gralfik sehinggal informalsi 

 
31Suteki, Galang Taufani, “Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan 

Praktik)”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 216-217. 
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terkalit kepatuhan hukum anggota DPRD  di Kalbupalten 

Pemalang pada masa Lame Duck Session tersusun ralpi. 

c. Menalrik kesimpula ln daln verifikalsi merupalkaln daltal yalng 

sudalh disusun daln dikelompokaln kemudialn disaljikaln dengaln 

sualtu teknik altalu polal ditalrik kesimpulaln. Daltal tersebut 

kemudialn disusun memalkali medial tertentu. Nalmun, 

kesimpulaln ini bersifalt sementalral daln malkal perlu mencalri 

daltal balru lalinnyal untuk menalrik kesimpula ln yalng lebih 

dallalm.32 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan, bagian pendahuluan yang berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II : Landasan Teori , dalam bab ini akan memaparkan teori 

maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi 

teori kepatuhan hukum, teori akibat hukum dan  teori konsep  Lame 

Duck Session.  

Bab III : Berisikan tentang pembahasan mengenai mekanisme 

lame duck session yang dikaji berdasarkan bahan hukum diantaranya 

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah., UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Bab  IV : Merupakan bagian yang membahas secara mendalam 

fokus utama disertai dengan hasil analisis data secara mendalam 

mengenai Dampak Menjelaskan Kepatuhan hukum DPRD Kabupaten 

Pemalang  pada masa Lame Duck Session. Menjelaskan Akibat hukum 

 
32Mely Novasari Harahap, “Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan 

Model Miles dan Huberman”, Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9, (2021), hlm 2646-2649. 



14 
 

 

DPRD Kabupaten Pemalang  yang ditimbulkan pada masa Lame Duck 

Session. 

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran 

dan limitasi  yang dapat diberikan oleh penulis.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

      Dari hasil uraian, penjelasan serta analisa sebagai hasil 

wawancara yang berkaitan dengan Kepatuhan Hukum DPRD Di 

Kabupaten Pemalang Pada Masa Lame Duck Session, maka sebagai 

upaya untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam masa Lame Duck Session adalah masa dimana rentan 

terhadap kekaburan akan kepatuhan hukum yang dilakukan oleh 

anggota DPRD pada saat dipenghujung masa kepempinan. 

mereka mulai akan berkurangnya etos kerja ditambah lagi dengan 

kesibukan mereka yang ingin mencalonkan untuk periode 

selanjutnya dengan persiapan-persiapan untuk kampanye padalah 

tanggung jawab mereka masih ada dan anggota dewan mulai 

mengesampingkan hal tersebut, mulai tidak patuh dengan aturan 

atau regulasi yang telah disepakati padahal dalam internal 

anggota dewan telah terdapat badan kehormatan yang mengatur, 

mengawasi dan menindak lanjuti pelangaran-pelanggaran baik 

pelanggaran hukm ataupun etika yang dilakukan oleh anggota 

DPRD. Di tambah lagi dengan persoalan-persoalan yang dapat 

tercampur aduk menjadi satu yang mengakibatkan anggota dewan 

mengalami disorientasi kepentingan antara kepentingan 

pribadi/golongan, kepentingan parpol & kepentingan masyarakat. 

Berangkat dari pemilihan umum (Pemilu) anggota dewan yang 

dipilih dan mendapat amanah dari rakyat sudah seharusnya 

anggota dewan untuk mengutamakan kepenting rakyat diatas 

kepentingan elit parpol atau sekalipun itu kepentingan pribadi / 

golongan. 

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari persoalan-persoalan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota dewan akan 

dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan serta elektabilitas baik 

individu ataupun partai politik tertentu, akibat hukum karena 

pelanggaran yang dilakukan anggota dewan ini jelas dapat 

merugikan moral maupun materiil dimana tak hanya anggota 
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dewan saja yang terkena imbas nya bahkan sampai dengan 

keluarganya pasti akan merasakan dampaknya mulai dicemooh, 

dibuli dan dijauhi oleh masyarakat oleh sebab itu hendak nya para 

anggota dewan untuk berfikir secara cermat, teliti dan penuh 

kehati-hatian ketika ingin membuat keputusan atau mengambil 

resiko perlunya penguatan akidah norma serta bimbingan dari 

partai yang bisa sedikit mempengaruhi pengambilan kebijakan 

yang sesuai dan tepat sasaran.     

B. Saran  

Untuk mewujudkan pembangunan serta kemajuan sebuah 

daerah maka diperlukan nya kerjasama serta sinerginitas berbagai lini 

aspek mulai dari lembaga kenegaraan hingga masyarakat itu sendiri 

diantara saran sebagai berikut : 

1. Kepada anggota DPRD diharapkan untuk tetap fokus kepada apa 

yang anda telah tetapkan selesaikan hingga akhir sesuai apa yang ada 

dalam ketetapan SK, semisal ada niatan untuk maju kembali untuk 

periode selanjutnya dimohon untuk tetep profesional pada tanggung 

jawab masing-masing, berikan contoh yang baik kepada khalayak 

umum bahwa anggota DPRD merupakan suritauladan bagi 

semuanya      

2. Kepada partai politik diharapkan untuk memilih kader yang 

berkompeten yang siap dan mampu memegang amanah serta dapat 

dipercaya oleh masyarakat, partai politik sebagai support sytem 

bukan sebagai pembeban bagi anggota dewan yang masih menjabat   

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan cermat meneliti kajian Lame 

Duck Session karena fenomena ini adalah akar yang sudah 

membudaya dan menjadikan kultur yang buruk bagi sistem 

pemerintahan dinegara Indonesia dapat merugikan masyarakat 

semua golongan dan secepatnya harus di menimialisir. 

C. Limitasi 

Penulis tidak bisa memperoleh kesempatan untuk mewawancari 

atau mendapatkan data dari pihak partai politik terkait mengenai 

bagaimana tentang kaderisasi, pemilhan bakal calon anggota dewan 

yang ingin maju mencalonkan diri dan bagaimana tentang kesiapan 
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serta persiapan apa saja yang dilakukan guna pemenangan calon 

anggota dewan, Tak lupa tentang bagaimana cara dari partai kenapa 

petugas partainya bisa lebih patuh.   
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